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ABSTRAK

Disty Novanti Angrraeni. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada
Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM),
Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan 15 Juni — 15 Agustus 2015.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi praktikan bertujuan untuk
mendapatkan informasi yang berhubungan dengan studi praktikan guna
memenuhi salah satu mata kuliah program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta.

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Bagian Keuangan
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian yaitu
ditugaskan pada Sub Bagian Pembendaharaan dan Gaji. Tugas yang diberikan
kepada praktikan mengenai pengelolaan Pembendaharaan dan Gaji yang antara
lain : memeriksa dokumen perjalanan dinas dalam negeri, pemasukan data
perjalanan dinas dalam negeri, memeriksa pajak surat setoran pajak pengadaan
barang/jasa, memeriksa dokumen honor pegawai bagian direktorat jenderal IKM.
Dari pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, praktikan mendapatkan pengalaman
dan mengetahui sistem keuangan pada sub bagian pembendaharaan dan gaji pada

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian.

Kata Kunci : Perjalanan Dinas dalam Negeri, Surat Setoran Pajak, Honor

Pegawai.



ABSTRACT

DISTY NOVANTI ANGGRAENI. The Intership Report at the Finance
Division Directorate General of Small and Medium Enterprises (SME), the

Ministry of Industry, South Jakarta June 15 to August 15, 2015.

Department of Management, Faculty of Economics, State University of
Jakarta. Implementation the Intership Practice for the practitioner aims to obtain
information related to the study interns to fulfill one of the subjects S1

Management Faculty of Economics, University of Jakarta.

Internee implement internship in Finance Department Directorate
General of Small and Medium Industry Ministry of Industry. Interns assigned to
Sub-Division of Treasury and Payroll. The task given to the practitioner
regarding the management of Treasury and salaries include: checking documents
domestic official travel, inputting data domestic official Travel, checking the tax
payment of goods / services, checking the documents of employees honor section
of the Directorate General of SMEs. From the implementation of this Intership,
Interns gain experience and know the financial system in the Sub Division of
Treasury and salary at the Directorate General of Small and Medium Enterprises,

the Ministry of Industry.

Keywords : domestic official Travel, tax payment of goods or services, employees

honor
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang PKL

Pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada
pemberian teori dan praktik dalam skala kecil dengan intensitas yang
terbatas, agar dapat memahami dan memecahkan setiap permasalahan yang
muncul di dunia kerja, maka mahasiswa perlu melakukan kegiatan pelatihan
kerja secara langsung di instansi/lembaga yang relevan dengan program
pendidikan yang diikuti, sehingga setelah lepas dari ikatan akademik di
perguruan tinggi yang bersangkutan, mahasiswa bisa memanfaatkan ilmu
dan pengalaman yang telah diperoleh selama masa pendidikan dan masa
pelatihan kerja untuk melanjutkan kiprahnya di dunia kerja yang sebenarnya.
Sebab, untuk dapat terjun langsung di masyarakat tidak hanya dibutuhkan
pendidikan formal yang tinggi dengan perolehan nilai yang memuaskan,
namun diperlukan juga ketrampilan (skill) dan pengalaman pendukung untuk
lebih mengenali bidang pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
Oleh karena itu, mahasiswa perlu melakukan penelitian yang rinci serta
terjun langsung untuk memahami setiap permasalahan yang muncul di dunia
kerja.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat menjadi
saranapembelajaran yang efektif bagi mahasiswa untuk menjadi manusia

yang kompetitif. Dengan pengalaman di dunia kerja, mahasiswa dapat



belajar untuk mengembangkan dirinya secara kognitif, efektif, dan
psikomotorik.

Praktikan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan PKL pada
Pembendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah Kementerian Perindustrian. Dalam rangka pengelolaan keuangan
negara yang efekif dan efesien serta tercapainya transparasi dalam
pengelolaan keuangan, Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk terus
memperbaiki diri dan meningkatkan tata kelola agar lebih baik. Proses
pertanggungjawaban anggran merupakan suatu bentuk akuntabilitas atas
pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh masing — masing Satuan
kerja. Sejalan dengan Reformasi dalam Tata Kelola Keuangan telah
diterbitkan perubahan peraturan dalam tata cara pembayaran tagihan negara
yang mengakibatkan perubahan dalam tahapan proses pertanggungjawab.

Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Nomor :
01/IKM/PER/1/2015 tentang Tata Kelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Tahun 2015 ini disusun untuk memberikan kesamaan bagi Satuan
Kerja dalam proses pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga tercapai
pengelolaan anggaran sesuai kaidah yang ditetntukan. Terlepas dari itu
semua, Pembendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil
Dan Menengah yang memiliki struktur organisasi yang besar memerlukan
adanya suatu bagian yang mengatur dan memberikan pedoman terkait bidang
manajemen yang berkaitan dengan keuangan untuk membangun sebuah

sistem yang baik.



1.2. Maksud dan Tujuan PKL
Program Praktik Kerja Lapangan yang diterapkan oleh Universitas
Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi
sebagai upaya mahasiswa untuk beradaptasi dengan dunia kerja serta melihat
secara nyata keadaan dunia kerja yang sesungguhnya, untuk mencoba
mengasah kemampuan dan keterampilan kerja para mahasiswanya, dan untuk
mengimplementasikan ilmu - ilmu yang sudah dipelajari selama di bangku

perkuliahan.

Adapun maksud praktikan melaksanakan Praktik keja Lapangan (PKL)
antara lain :

1. Menerapkan teori — teori yang telah dipelajari didalam perkuliahan ke
dalam bidang pekerjaan pada Pembendaharaan di lingkungan Direktorat
Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian..

2. Mempelajari kegiatan — kegiatan Pembendaharaan yang dilakukan
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian
Perindustrian dalam hal memproses pertanggungjawaban anggaran negara.

3. Menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Industri

Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian.

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan yang ingin dicapai oleh
praktikan antara lain:
1. Mengembangkan wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam melakukan

pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.



2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai praktik dalam dunia
kerja sehingga dapat memberikan bekal kepada mahasiswa untuk terjun
langsung kelapangan.

3. Membangun relasi dan hubungan baik antara peserta, kampus, dan tempat

praktik kerja dilaksanakan.

1.3. Kegunaan PKL
Praktik kerja lapangan diharapkan dapat memberikan manfaat dan
kontribusi bagi praktikan, Universitas maupun perusahaan tempat praktikan
melaksanakan PKL.
1. Manfaat bagi praktikan :

a. Melatih keterampilan dan kemampuan praktikan sesuai dengan
pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di program
studi S1 Manajemen FE-UNJ.

b. Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan dan kreativitas diri
dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki
praktikan.

c. Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya di masa mendatang.

d. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman selaku generasi
yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di

lingkungan kerjanya.



2. Manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi S1

Manajemen FE:

a.

Menjalin hubungan kerjasama yang berkelanjutan dalam dunia
pendidikan khususnya program Strata | Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta dengan instansi tempat praktikan
melaksanankan PKL (Kementerian Perindustrian)

Mendapatkan umpan balik (feedback) berupa saran, kritik, untuk
menyempurnakan dan memperbaharui kurikulum yang sesuai dengan
kriteria yang dibutuhkan perusahaan.

Bahan masukan sebagai upaya meningkatkan keterampilan dan

kemampuan sumber daya manusia mahasiswa UNJ.

3. Manfaat bagi perusahaan tempat praktikan melakukan Praktik Kerja

Lapangan:

a.

Membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di instansi tempat
magang praktikan.
Sebagai sarana kerja sama antara instansi tempat magang dengan

Fakultas Ekonomi UNJ di masa yang akan datang.

1.4. Tempat PKL

Nama Instansi : Kementerian Peindustrian

Bagian . Pembendaharaan di lingkungan Direktorat

Jenderal Industri Kecil Dan Menengah



1.5.

Alamat :JI. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta

Selatan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.

Telepon » 021 —-5255509, 021 — 5251761
Fax » 021 —-5251449, 021 — 5255351
Website : HTTP://IKM.KEMENPERIN.GO.ID

Praktikan ditempatkan di bagian Keuangan Direktorat Jenderal
Industri Kecil Dan Menengah khususnya di Pembendaharaan. Dalam struktur
organisasi  Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah,
Pembendaharaan merupakan Sub bagian dari Keuangan Direktorat Jenderal
Industri Kecil Dan Menengah yang dimana sebuah bidang/urusan yang

berada di bawah bagian tersebut.

Jadwal Waktu PKL
1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan mencari referensi berbagai tempat PKL,
dan akhirnya Kementerian Perindustrian menjadi pilihan praktikan.
Praktikan mendapatkan info tentang program PKL atau magang di tempat
tersebut dari salah seorang teman Praktikan yang kebetulan ayahnya sebagai
Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
(IKM), Kementerian Perindustrian. Selanjutnya Praktikan mengurus surat
permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BAAK yang ditujukan ke

Kantor Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM),


http://ikm.kemenperin.go.id/

Kementerian Perindustrian Pada tanggal 31 Maret 2015 surat permohonan
PKL telah selesai dibuat oleh BAAK, kemudian pada 1 Juni 2015
dilanjutkan dengan mendatangkan Kantor Direktorat Jenderal Industri Kecil
dan Menengah (IKM), Kementerian Perindustrian yang disertakan dengan
pemberian surat permohonan PKL dan CV praktikan.
Praktikan langsung mendapatkan konfirmasi dari Kepala Bagian
Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM),
Kementerian Perindustrian. Praktikan diminta datang pada hari Senin, 15 Juni

2015 pukul 09.00 WIB untuk langsung melaksanakan PKL di sana.

2. Fase Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan PKL di Kantor Direktorat Jenderal Industri Kecil
dan Menengah (IKM), Kementerian Perindustrian dan ditempatkan di bagian
keuangan, pada Sub Bagian Pembendaharaan dan Gaji. Praktikan
melaksanakan PKL selama kurang lebih dua bulan, dimulai tanggal 15 Juni
2015 sampai dengan 15 Agustus 2015.

Praktikan melakukan kegiatan PKL dari hari Senin sampai dengan Jumat,
mulai pukul 08.00 WIB — 15.00 WIB. Waktu istirahat pukul 12.00 — 13.00,
pada hari Jumat, istirahat pukul 11.30 — 13.30 atau dengan kata lain, sama
dengan jam kerja karyawan lainnya. Dan di bulan Ramadhan, kegiatan PKL
dimulai sama yaitu pukul 09.00 — 15.00 WIB dengan waktu istirahat sama

pukul 12.00 — 13.00 WIB.



3. Fase Pelaporan

Sebagai bukti telah melaksanakan PKL, praktikan diharuskan membuat
laporan PKL, maka atas dasar itu praktikan menyusun Laporan ini ditujukan
sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan mata kuliah PKL dan juga
salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan dan menyelesaikan
laporan PKL dimulai sejak Praktikan menyelesaikan PKL sampai dengan
laporan ini selesai disusun.Laporan ini berisi hasil pengamatan dan
pengalaman praktikan selama masa PKL di Direktorat Jenderal Industri Kecil
dan Menengah (IKM), Kementerian Perindustrian.Data-data yang praktikan
gunakan diperoleh langsung dari instansi,khususnya dari Sub Bagian

Pembendaharaan dan Gaji IKM.



BAB I1

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Kementerian Perindustrian

Sejak terbentuknya Kabinet Republik Indonesia | dengan sistem
presidensiil tanggal 19 Agustus 1945, maka wewenang dan tanggung jawab
sektor industri dan perdagangan berada di bawah Kementerian Kemakmuran
yang dipimpin oleh Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo hingga berakhirnya tugas
kabinet ini tanggal 14 November 1945. Dalam Kabinet Sjahrir |, dengan
sistem pemerintahan parlementer, Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh
Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo, yang selanjutnya menjabat Menteri
Perdagangan dan Perindustrian pada Kabinet Sjahrir Il dari tanggal 12 Maret
1946 sampai dengan 2 Oktober 1946. Selanjutnya, dalam Kabinet Sjahrir 111,
wewenang dan pembinaan sektor industri dan perdagangan kembali pada
Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K. Gani, dibantu
Menteri Muda Kemakmuran, Mr. Joesoef Wibisono. Dalam serah terima dari
Kebinet Sjahrir 11l kepada Kabinet Amir Sjarifoedin | tanggal 3 Juli 1947,
pembinaan sektor industri dan perdagangan masih tetap di bawah
Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K.Gani dibantu oleh
dua orang Menteri Muda yaitu 1.J. Kasimo dan Dr. A. Tjokronegoro sampai

berakhirnya Kabinet Sjarifoedin 11 pada tanggal 29 Januari 1948.
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Pada Kabinet Hatta | yang ditandai adanya perubahan dari sistem
parlementer menjadi presidensiil, Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh
Sjafroeddin Prawiranegara dan berakhir tanggal 4 Agustus 1949. Usai masa
kabinet itu (tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949), sektor

industri dan perdagangan dipercayakan kepada Ir. Indratjaja.

Dalam Kabinet Hatta Il tanggal 4 Agustus sampai dengan 20
Desember 1949, Ir. Indratjaja digantikan oleh 1.J. Kasimo sampai berakhirnya
Kabinet RIS dengan sistem parlementer, yaitu sejak tanggal 20 Desember
1949 sampai tanggal 21 Januari 1950, yang merupakan kabinet peralihan RI
Yogyakarta. Selanjutnya dalam Kabinet Halim (Rl Yogyakarta) dari tanggal
21 Januari sampai dengan 6 September 1950, sektor industri dan perdagangan
menjadi satu dalam Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang

dipimpin oleh Mr. Tandiono Manoe.

Kembali pada Kabinet Hatta dengan sistem parlementer, dari tanggal
20 Desember 1949 sampai dengan tanggal 6 September 1950, sektor industri
dan perdagangan masuk dalam wewenang dan tanggung jawab Kementerian

Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda.

Pada masa Kabinet Natsir dari tanggal 6 September 1950 sampai
dengan 27 April 1951, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian
dipercayakan kepada Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo. Karena adanya
perubahan dalam Kabinet tersebut maka Menteri Perdagangan dan

Perindustrian diserahkan kepada Mr. Soejono Hadinoto.



11

Pada masa Kabinet Wilopo, sejak tanggal 3 April 1952, sektor industri
dan perdagangan menjadi tanggung jawab Kementerian Perekonomian yang
dipimpin olen Mr. Soemanang. Kemudian Mr. Soemanang digantikan oleh
Mr. Iskag Tjokrohadisoerjo sampai tanggal 12 Agustus 1955. Masa
Kementerian Perekonomian berlangsung selama 5 tahun, yaitu sampai

Kabinet Ali Sastroamidjojo Il yang berakhir pada tanggal 9 April 1957.

Dalam Kabinet Boerhanuddin Harahap yang berakhir pada tanggal 24
Maret 1956, Menteri Perekonomian dijabat oleh 1.J. Kasimo. Sementraa
dalam Kabinet Ali-Roem-Idham, Menteri Perekonomian dijabat oleh Mr.

Boerhanuddin yang dibantu Menteri Muda Perekonomian, F.F. Oembas.

Ketika terbentuk Kabinet Karya yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda,
sektor industri dan perdagangan dipisahkan pada kementerian tersendiri; yaitu
sektor perdagangan masuk dalam Kementerian Perdagangan yang dipimpin
olen Prof. Soemardjo, sebagai Menteri Perdagangan dijabat oleh Drs.
Rachmat Muljomiseno, sektor industri dibina oleh Menteri Perindustrian

yang dijabat oleh Ir. F.J. Inkiriwang, berakhir pada tanggal 22 Juli 1959.

Dalam Kabinet Kerja dengan sistem presidensiil sampai tanggal 18
Februari 1960, Menteri Muda Perindustrian Rakyat dijabat oleh Dr. Soeharto
dan Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pembangunan dijabat oleh
Chairoel Saleh sementara Menteri Muda Perdagangan dijabat oleh Mr. Arifin
Harahap. Dalam periode itu Chairoel Saleh juga ditunjuk sebagai Menteri

Pembangunan dan Dr. J. Leimena sebagai Menteri Distribusi.



12

Ketika diberlakukannya program Pembangunan Nasional Semesta
Berencana yang dimulai tahun 1961, pembinaan industri ditangani oleh dua
departemen, vyaitu Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan
(Deperdatam) dan Departemen Perindustrian Rakyat (Depperindra).
Meskipun antara tahun 1961 sampai dengan Agustus 1964 telah terjadi
pergantian kabinet sebanyak 2 (dua) kali, namun Deperdatam dan
Depperindra tidak mengalami perubahan. Perubahan organisasi baru terjadi

pada periode konfrontasi dengan Negara Federasi Malaysia.

Dalam Kabinet Kerja I, Chairoel Saleh ditetapkan sebagai Menteri
Perindustrian Dasar dan Pertambangan, sedangkan Dr. Soeharto dan Mr. Arifin
Harahap masing-masing sebagai Menteri Perindustrian Rakyat dan Menteri
Perdagangan sampai perubahan kabinet tanggal 6 Maret 1962. Dalam Kabinet
Kerja 1V yang berakhir pada tanggal 27 Agustus 1964, Menteri Perindustrian
dan Pertambangan masing-masing dipegang oleh Chairoel Saleh, Mayjend Dr.
Aziz Saleh selaku Menteri Perindustrian Rakyat, sementara Menteri

Perdagangan digantikan oleh Adam Malik.

2.1.1 Visi dan Misi Kementerian Perindustrian

1. Visi

Sebagai amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang
Perindustrian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2015
tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 -

2035. RIPIN 2015 -2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
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tahun, memuat antara lain tentang visi, misi, dan strategi pembangunan

industri;

Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara

Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan :

Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan;
Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan

Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional

mengemban misi sebagai berikut :

L

Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak
perekonomian nasional;

Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta
industri hijau;

Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah
pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau
perseorangan yang merugikan masyarakat;

Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah

Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
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Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara

berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan

industri nasional adalah sebagai berikut :

1.

10.

11.

Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya
alam;

Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energy;
Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia
(SDM) industri;

Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);

Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI),
Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan sentra Industri
Kecil dan industri menengah;

Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan,
penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada
industri kecil dan industri menengah;

Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;

Melakukan pembangunan industri hijau;

Melakukan pembangunan industri strategis;

Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan

Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.
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2.1.2 Logo Kementerian Perindustrian

Kementerian
Perindustrian

REPLIFILIE IMD3OMNESLA

Gambar 11.1 Logo Kementerian Perindustrian
Sumber : www.kemenperin.go.id

Bentuk logogram terinsipirasi dari gabungan stilasi daun, dengan
sirkuit yang terdapat di dalam daun yang menghubungkan komponen
elektronik satu sama lain tanpa kabel, dan roda gigi yang berjumlah 5
(lima) melambangkan 5 (lima) asas negara Indonesia dan 5 (lima) nilai inti
(core value) Kementerian Perindustrian yaitu Integritas, Profesionalisme,

Inovatif, Produktif, dan Kompetitif.
Kementerian Perindustrian diharapkan juga berperan dalam:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Penciptaan lapangan kerja;

3. Peningkatan daya saing industri;
4. kepedulian lingkungan;

5. pengembangan inovasi pada pembangunan industri nasional.

Bentuk huruf (typeface) yang bold dan dinamis merefleksikan
kekuatan dan semangat dari Kementerian Perindustrian sebagai organisasi

yang modern dan menjangkau seluruh masyarakat industri. Warna merah
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oranye melambangkan dinamis dan bijaksana. Sedangkan rangkaian
warna biru pada huruf Kementerian Perindustrian menggambarkan
pentingnya peran teknologi dalam pembangunan industri nasional, serta
percaya diri dan kemandirian. Warna Hijau melambangkan pertumbuhan,
kesejahteraan dan berwawasan lingkungan dan warna abu-abu

melambangkan Sikap optimis dan berdaya guna.

2.2 Struktur Organisasi Bagian Keuangan pada Direktotar Jenderal IKM

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk
mencapai sasaran yang direncanakan, maka sesuai dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian, penyelenggaraan kegiatan Biro Keuangan
dilaksanakan oleh 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian membawahi
3 (tiga) Sub bagian. Pada bagian keuangan di Ditjen IKM praktikan

ditempatkan di Sub bagian pembendaharaan dan gaji.

Struktur Organisasi Biro Keuangan Kementerian Perindustrian
Nomor. 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian, dapat dilihat pada gambar berikut:



BIRO

KEUANGAN
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PENGELOLAAN BARANG
PELAKSANAAN ANGGARAN PERBENDAHARAAN AKUNTANSI
MILIK NEGARA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
e PENATAUSAHAAN SUBBAGIAN ADMNISTRASI
] PELAKEmﬂ’:\ﬂGARAN PERBENDAHARAAN DA AUNTANSI PENGEUNALN DAN
GAl PEMANFARTAN BMN
SUBBAGIAN
- pEngBmﬁNMN || PENATAUSAHAMN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PELAKSANARN ANGGARAN PERTANGGUNGAWABAN AKUNTANS I PENATAUSAHAAN BMN
ANGGARAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
|| PENERIMABNNEGARA SURBLGIAN EVALUASI LAPORAN | ADMINISTRAS
BUKAN PAJAK DAN BADAN P ———— KEUANGAN DAN PEMINDAHTANGANAN DAN
LAYANAN UMUM PENYELESAIAN TP DANTGR PENGHAPUSAN BMN

E KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

e A T

Gambar 11.2 Struktur Organisasi Biro Keuangan Ditjen IKM

Sumber : rokeu.kemenperin.go.id

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Keuangan didukung oleh

4 (empat) Bagian, yaitu:

A. Bagian Pelaksanaan Anggaran

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai

tugas melaksanakan

penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran

kementerian. Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
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1. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian;

2. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan

penatausahaan pelaksanaan anggaran kementerian; dan

3. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan

penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum.

a) Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas :

1) Sub bagian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran;

2) Sub bagian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran; dan

3) Sub bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan

Layanan Umum.

b) Masing-masing Sub bagian mempunyai tugas:

1)

2)

Sub bagian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan
pengendalian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
anggaran kementerian.

Sub bagian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan
pengendalian pelaksanaan penatausahaan pelaksanaan anggaran

kementerian.
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3) Sub bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan
Layanan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan

penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum.

B. Bagian Perbendaharaan

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pembinaan dan koordinasi perbendaharaan kementerian serta pelaksanaan
urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Kinerja, tata
usaha, dan rumah tangga biro. Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan

fungsi:

1. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penatausahaan
perbendaharaan kementerian serta pengelolaan belanja pegawai satuan
kerja Sekretariat Jenderal;

2. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penatausahaan
pertanggungjawaban anggaran kementerian serta pengelolaan kas
satuan kerja Sekretariat Jenderal; dan

3. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan

pelaporan Kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

a) Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

1) Sub bagian Penatausahaan Perbendaharaan dan Gaji;

2) Sub bagian Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran; dan
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3) Sub bagian Program dan Tata Usaha.

b) Masing-masing Sub bagian mempunyai tugas:

1) Sub

bagian Penatausahaan Perbendaharaan dan Gaji

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan

koordinasi penatausahaan perbendaharaan kementerian serta

pengelolaan belanja pegawai satuan kerja Sekretariat Jenderal.

Pada bagian inilah praktikan di tugaskan, yang dimana bertugas

untuk membantu pejabat penguji tagihan dan Penanda Tangan

SPM.

Berikut tugas dan wewenang penguji tagihan dan

penanda tangan SPM :

a) Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung,
meliputi :

1)

2)

3)

4)

Kelengkapan dokumen pendukung SPP dengan
memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda
tangan PPK

Kebenaran pengisian format SPP

Kesesuaian kode BAS pada SPP  dengan
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker, termasuk
menguji kesesuaian antara pembebanan mata anggaran

pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya;
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5) Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan
DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker,

6) Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang
menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja
pegawai;

7) Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan
barang/jasa;

8) Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran
pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat
keputusan;

9) Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di
bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak
tagih;

10) Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran
kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih
kepada negara; dan

11) Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan

pembayaran dalam perjanjian/ kontrak.

Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak

memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.

Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah

disediakan dengan memeriksa ketersediaan pagu anggaran
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dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan
tidak melampaui batas pagu anggaran.

d) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak
tagih.

e) Melaporkan  pelaksanaan  pengujian dan  perintah

pembayaran kepada KPA.

2) Sub bagian Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan
koordinasi  penatausahaan pertanggungjawaban anggaran
kementerian serta pengelolaan kas satuan kerja Sekretariat
Jenderal.

3) Sub bagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas
melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan

pelaporan Kkinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

C. Bagian Akuntansi

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pembinaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan akuntansi
sekretariat jenderal dan kementerian, evaluasi laporan keuangan, dan
penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi. Bagian

Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
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1. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian

pelaksanaan akuntansi sekretariat jenderal;

Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian
pelaksanaan akuntansi kementerian; dan

Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan evaluasi
laporan keuangan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan

ganti rugi.

a) Bagian Akuntansi terdiri atas:

1) Sub bagian Akuntansi I;
2) Sub bagian Akuntansi Il; dan
3) Sub bagian Evaluasi Laporan Keuangan dan Penyelesaian

Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi.

b) Masing-masing Subbagian mempunyai tugas:

1) Sub bagian Akuntansi | mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pedoman teknis, pembinaan dan koordinasi
pelaksanaan akuntansi keuangan sekretariat jenderal.

2) Sub bagian Akuntansi 1l mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pedoman teknis, pembinaan dan koordinasi
pelaksanaan akuntansi keuangan kementerian.

3) Sub bagian Evaluasi Laporan Keuangan dan Penyelesaian

Tuntutan  Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi
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mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan
koordinasi pelaksanaan evaluasi laporan keuangan dan

penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.

D. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang
milik negara kementerian. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi
penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara kementerian.

2. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi  pelaksanaan
penatausahaan barang milik negara kementerian; dan

3. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi

pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara kementerian.

a) Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

1) Sub bagian Administrasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang
Milik Negara;

2) Sub bagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan

3) Sub bagian Administrasi Pemindahtanganan dan Penghapusan

Barang Milik Negara.
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b) Masing-masing Subbagian mempunyai tugas:

1)

2)

3)

Sub bagian Administrasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang
Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembinaan dan  koordinasi  pelaksanaan  administrasi
penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara
kementerian.

Sub bagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi
pelaksanaan penatausahaan barang milik negara kementerian.
Sub bagian Administrasi Pemindahtanganan dan Penghapusan
Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan administrasi
pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara

kementerian.
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PELAKSANAAN PKL

3.1 Bidang Kerja
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Direktorat

Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM), Kementerian Perindustrian,
Praktikan di tempatkan di Sub Bagian Pembedaharaan dan Gaji. Adapun
bidang kerja yang Praktikan lakukan pada bagian Pembedaharaan dan Gaji
adalah :

1) Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas dalam Negeri.

2) Melakukan Pemasukan Data Perjalanan Dinas dalam Negeri.

3) Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak Pengadaan Barang/jasa.

4) Memeriksa Dokumen Honor pegawai pada bagian Sekertariat Direktorat

Jenderal IKM.

3.2 Pelaksanaan Kerja

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Direktorat Jenderal
Industri Kecil dan Menengah (IKM), Kementerian Perindustrian, selama
kurang lebih dua bulan, dimulai tanggal 15 Juni 2015 — 15 Agustus 2015.
Praktikan ditempatkan pada bagian Sub Bagian Pembedaharaan dan Gaji

dikepalai oleh Bapak Triyono.

Di lokasi PKL, Praktikan di bimbing dan diarahkan oleh Ibu wahyu
sebagai pembimbing PKL. Selama kurang lebih dua bulan melaksanakan

PKL, seluruh tugas yang Praktikan kerjakan selama pelaksanaan PKL tertera

26
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secara terpirinci di lampiran. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tugas-

tugas yang Praktikan kerjakan selama PKL:

A. Memeriksa Dokumen Perjalana Dinas dalam Negeri.

Pekerjaan yang dilakukan praktikan ini adalah perkerjaan yang
dilakukan rutin dilakukan setiap harinya. Dalam pekerjaan ini praktikan
ditugaskan untuk memeriksa berkas perjalanan dinas yang diajukan oleh
pegawai IKM. Pekerjaan ini awalnya merupakan tugas dari ibu wahyu
sebagai pelaksana sub bagian pembendaharaan dan gaji, akan tetapi
setelah praktikan melaksanakan PKL di sana tugas ini dikerjakan
praktikan bersama ibu Wahyu. Adapun alur dari pekerjaan ini sebagai

berikut :

Pengaturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap diatur
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No0.113/PML.05/2012
tanggal 3 Juli 2012 dan Peraturan Direktur Jenderal Per -22/PB/2013
tanggal 30 Mei 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Dalam dan Luar Negeri.

Langkah — langkah dari pekerjaan ini antara lain :

1. Menerima dokumen perjalanan dinas dari pegawai Ditjen IKM.
2. Memeriksa jumlah pembayaran yang dimintakan dan kode kegiatan

dalam DIPA pada surat permintaan pembayaran.
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3. Memeriksa daftar nominatif perjalanan dinas dan usulan perjalanan
dinas berdasarkan panduan perjalanan dinas.

4. Memeriksa tanggal pelaksanaan perjalanan dinas pada surat tugas

5. Memeriksa nominal rincian biaya perjalanan dinas

6. Memeriksa nominal daftar pengeluaran rill

7. Memeriksa tanggal da nominal tiket pesawat sebagai tanda bukti
pelaksanaan perjalanan dinas

8. Memeriksa tanggal dan nominal bill hotel sebagai tanda bukti
pelaksanaan perjalanan dinas

9. Memeriksa nama pegawai yang ditugaskan pada surat perjalanan dinas
(SPD).

10. Memberikan dokumen perjalanan dinas kepada kepala bagian

keuangan yang selanjutnya akan ditandatangani.

Ada beberapa ketentuan umum perjalananan dinas atau istilah —
istilah yang terdapat pada dokumen perjalanan dinas, berikut ketentuan

umum dalam dokumen Perjalanan Dinas :

1.  Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan
dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.

2.  Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi
Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945 dan Pejabat

Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang.
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Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
berwenang diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negari, atau
diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka
waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang berifat teknis profesional dan administrasi sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati Batas
Kota dan/atau Dalam Kota dari tempat kedudukan yang dituju,
melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di
dalam negeri.

Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan
Surat Keputusan Pindah

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah
Dokumen yang oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka
pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
dan Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lainnya.

Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai

Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
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Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih

dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Perhitungan Rampung adalah Perhitungan biaya perjalanan yang
dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Tempat Kedudukan adalah Lokasi Kantor Satuan Kerja.

Tempat Tujuan adalah Tempat/Kota yang menjadi tujuan
perjalanan dinas

Kota adalah Kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di
Indonesia di bawah provinsi.

Tempat Tujuan Pindah adalah Tempat/Kota tujuan pindah.

Pengumandahan (Datasering) adalah penugasan sementara waktu.

B. Pemasukan Data Perjalanan Dinas dalam Negeri.

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri (Perjadin Dalam Negeri) adalah

perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara

bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 kilometer dari batas kota,

yang dilakukan dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan Negara atas

perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat

kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri

dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di

dalam negeri.
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Perjalananan dinas dilakukan oleh pegawai dari berbagai macam bagian
di ruang lingkup Ditjen IKM tidak hanya pada bagian keuangan tetapi juga
dilakukan pada pegawai di bagian lain seperti bagian program, evaluasi dan
pelaporan, bagian hukum dan kerja sama maupun pada bagian kepegawaian

dan umum.

Setelah dilakukannya pemeriksaan dokumen perjalanan dinas dalam
negeri dilanjutkan oleh pemasukan dan pencatatan data perjalanan dinas,
data yang di input yaitu adalah nama pegawai yang melakukan perjalanan
dinas, tanggal pelaksanann perjalanan dinas, tujuan perjalanan dinas, serta
total jumlah nominal perjalanan dinas. Berikut adalah bagan alur dari

pemasukan data perjalanan dinas dalam negeri :

Langkah — langkah dari pekrjaan ini antara lain :

1. Menyiapkan data surat perintah tugas

2. Menyiapkan data nominaltif (LS/pembayaran langsung)

3. Menyiapkan daftar pengeluaran rill

4. Menyiapkan bukti tiket pesawat

5. Menyiapkan bukti bill hotel

6. Pemasukan data yang telah disiapkan ke dalam komputer IKM

7. Pencacataan data yang telah di input berupa nomor SPM dan nominal

biaya yang dikeluarkan ke dalam buku rekapan IKM

Pemasukan ini dilakukan agar mempermudah pembukuan dokumen

perjalanan dinas yang ada sehingga tersusun secara rapi dan apabila
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sewaktu-waktu diadakannya pemeriksaan data maka dapat ditemukan
dengan cepat dan mudah. Selain itu, pemasukan dilakukan untuk menjamin

keamanan sebagai bukti pertanggungjawaban bagi kegiatan pemerintah.

C. Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak Pengadaan Barang/jasa.

Dalam rangka melakukan penyetoran pajak atas pembayaran yang
dilakukan bagian keuangan khususnya yang berkaitan dengan keperluan

pegawai, Praktikan ditugaskan untuk memeriksa Surat Setoran Pajak (SSP).

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terhutang ke kas negara melalui kantor penerima pembayaran. Kantor
penerima pembayaran tersebut dapat berupa kantor pos, bank,
BUMN/BUMD, atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri

Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak.t
Langkah — langkah dari pekerjaan ini antara lain :

1. Memeriksa penulisan kode akun pajak dan kode jenis setoran pada SSP

2. Memeriksa penulisan jumlah pembayaran dengan nominal dan terbilang
pada SSP

3. Memeriksa penulisan uraian pembayaran pada SSP

4. Memeriksa atau menghitung kembali faktur pajak

1 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hal. 31
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Gambar I11.1 Surat Setoran pajak PPH 22

Sumber : bagian Keuangan

Mengoreksi Dokumen Honor pegawai bagian Direktorat Jenderal

IKM.

Daftar honor pegawai yang Praktikan buat mengacu pada ketentuan
tentang honor PNS terbaru yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan honor Pegawai Negeri Sipil.
Perubahan tersebut berisikan tentang kenaikan honor PNS dari sebagaimana

tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014
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(perubahan terakhir) menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

Langkah-langkah dari pekerjaan ini antara lain :

1. Menerima dokumen honor pegawai IKM

2. Memeriksa daftar nama peneriman honor

3. Memeriksa jumlah nominal honor

4. Memeriksa tanda tangan para menerima honor serta Direktur Jendral

Bulan : Mei 2015

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM
PADA KEGIATAN FASILITAS| PEMBANGUNAN WIRAUSAHA IKM BIOTEKNOLOGI
SESUAI DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 34NKMKEP/ 312015 TANGGAL 31 MARET 2015

Honorarium / PPh Jumlah
No Nama No.NP.WP Gol |  Jabatan Buian Pasal21 | yang diterima Tanda Tangan
Rp) (Rp) (Ro)
Oy
WA
1 |Rosman Batian ssamsusarioon | v | Permamns | 1 o] sescm) K‘S S /’
2 IFlori Indrasanti 77.004.661.3406.000 | Il Ketua 650,000 32,500 617,500 g 2 =
3 |Musnidar 68.285.388.1-008.000 | NV Anggota §00,000 75,000 425000 3 .......... /‘/ /
4 [Nurasi Mida TN, 66.286.407.9407.000 | I Anggota §00,000 . 25,000 475,000 4 \/{2,(
5 |Robaedin 68.285.479.2407.000 | Il Anggota 500,000 25,000 475,000 59
6 |Lasci Simanjuntak - 1] Anggota - - - (3. e
Jumlah 2,850,000 262,500 | 2,587,500
Terbilang : Dua Juta Defapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Jakanta, 29 Mei 2015
Pejabat Pembuat Komitmen, Setuju dan Lunas dibayar MengetahuiMenyetujui : Pembuat Daftar

falied

Rosman Barlian

NIP.185806261980031004

NIP.\196203081982031005

Ketua Pelaksana

NIP/198823022010122006

Sumber : bagian Keuangan

A

Deviyanti
NIP. 196112181981032001

Gambar I11.2 Daftar Penerimaan Honorium
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3.3 Kendala yang dihadapi
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan mengalami

beberapa kendala yang harus dihadapi selama melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Praktikan antara lain:

1. Penyesuaian Diri di Lingkungan Baru

Pada awal melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan
merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Praktikan
masih merasa malu dan canggung untuk berkomunikasi kepada para
pegawai bagian keuangan. Hal ini disebabkan karena Praktikan masih
belum mengenal para pegawai dibagian keuangan dan masih minimnya

komunikasi diantara Praktikan dan para pegawai.

2. Perjalanan Dinas Pegawai

Saat melakukan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan sering ditinggal
dinas keluar kota oleh Staff, Kepala Sub Bagian serta Kepala Bagian
keuangan. Hal ini disebabkan karena pada saat dan setelah bulan
Ramadhan, bagian keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah (IKM), Kementerian Perindustrian banyak mengikuti
pelatihan-pelatihan serta seminar-seminar. Maka menyebabkan Praktikan
mengalami satu waktu yang sibuk dengan berbagai macam tugas,
sementara di waktu lain kosong tidak ada kesibukan karena Praktikan

tidak mendapat tugas apapun.
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3.4 Cara mengatasi masalah

Untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul ketika pelaksanaan
praktik kerja lapangan, Praktikan mencoba mencari solusi agar kendala dapat
teratasi tanpa memengaruhi kinerja Praktikan. Solusi-solusi yang ditempuh

Praktikan antara lain :

1. Penyesuaian Diri di Lingkungan Baru

Dalam mengatasi penyesuaian diri di lingkungan baru dapat diatasi
Praktikan dengan mengenal para pegawai bagaian keuangan. Selain itu,
praktikan juga mencoba untuk lebih aktif berkomunikasi dan menjalin
hubungan yang baik dengan para pegawai.

Komunikasi berperan penting dalam suatu organisasi. Komunikasi
merupakan dasar dalam pencapaian tujuan bersama. Suatu kegiatan dapat
berjalan lancar karena adanya komunikasi. Oleh karena itu komunikasi
diperlukan.

Menurut Sedarmayanti, komunikasi adalah penyampaian pendapat,
pesan, atau lambang yang mengandung pengertian bagi antar perorangan
atau golongan.? Begitu pula dengan Miller Onong mengemukakan
pendapat bahwa Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh
seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap,
pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak

langsung (melalui media).®

2 |da, Nuraida, Manajemen Administrasi Perkantoran, (Yogyakarta : Kanisius, 2008), hal. 47
3 Ibid, hal. 47
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Dari teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi
merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain

untuk mencapai tujuan bersama.

. Perjalanan Dinas Pegawai

Dalam mengatasi permasalahan kendala pada pegawai yang sering
melakukan perjalanan dinas dan mengakibatkan praktikan tidak
mendapatkan tugas sewaktu — waktu dapat diatasi Praktikan dengan cara
berinisiatif meminta tugas agar tidak ada waktu yang dihabiskan dengan
berdiam diri saja. Praktikan tidak hanya menunggu diberi tugas, akan

tetapi juga menanyakan dan menawarkan bantuan ke pegawai lain.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Praktikan telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di

Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Kementerian Perindustrian. Setelah selesai, Praktikan mendapatkan wawasan

dan pengalaman baru mengenai dunia kerja pada kenyataannya. Beberapa

kesimpulan yang dapat diambil oleh Praktikan adalah sebagai berikut:

1. Praktikan telah menyelesaikan PKL yang dilaksanakan selama kurang
lebih dua bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni hingga 14 Agustus 2015
di Kementerian Perindustrian yang berlokasi di Jakarta Selatan.

2. Praktikan ditempatkan di Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian bagian keuangan sub
bagian Pembendaharaan dan Gaji. Adapun tugas Praktikan selama PKL
adalah:

a. Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas dalam Negeri.

b. Melakukan Pemasukan Data Perjalanan Dinas dalam Negeri.

c. Mengitung pajak Surat Setoran Pajak Pengadaan Barang/jasa.

d. Mengoreksi Dokumen Honor pegawai bagian Direktorat Jenderal

IKM.

38
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3. Praktikan mengetahui dan memahami mengenai sistem keuangan di
kantor pemerintahan khususnya pada sub bagian pembendaharaan dan
gaji di Direktorat Jenderal IKM

4. Praktikan juga mendapat pengalaman bagaimana cara bertanggung
jawab atas pekerjaan yang sudah diamanatkan untuk dapat diselesaikan
tepat waktu, sehingga praktikan bekerja dengan penuh tanggung jawab,
kreatif, inisiatif dan berani bertanya serta menyampaikan pendapat.
Oleh karena itu, praktikan di sini dituntut untuk selalu aktif dalam
bekerja. Semuanya itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi

praktikan.

4.2 Saran

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang diselenggarakan
oleh Universitas Negeri Jakarta dengan pelaksanaan dibagian keuangan
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan mengetahui secara
langsung bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai Bagian
Keuangan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, maka Praktikan
ingin memberikan saran dan masukan yang semoga bermanfaat bagi instansi,
universitas, dan para mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja

lapangan, yaitu:
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1. Saran untuk Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

(IKM) Kementerian Perindustrian

a.

Untuk Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, khususnya
kepada Mentor Praktikan agar lebih memperhatikan pelaksanaan
PKL khususnya pekerjaan yang dikerjakan oleh Praktikan.

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah lebih meningkatkan
mengawasan terhadap kedisiplinan pegawainya agar bekerja sesuai
dengan peraturan yang ada. Praktikan melihat masih banyak pegawai
yang datang terlambat serta menunda pekerjaan yang sebenarnya bisa

dikerjakan secepatnya.

2. Saran untuk Universitas

a.

C.

Pihak Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1
Manajemen Fakultas Ekonomi agar memberikan materi tentang
sistem keuangan pemerintahan tidak hanya perusahaan umum kepada
mahasiswanya.

Pihak Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Ekonomi ada
baiknya memberikan beberapa rekomendasi tempat PKL kepada
mahasiswa di perusahaan-perusahaan ataupun instansi-instansi yang
bekerjasama dengan UNJ atau sebelumnya ada mahasiswa Fakultas
Ekonomi yang pernah PKL di sana.

Fakultas Ekonomi khususnya Program studi S1 Manajemen

menghimbau serta membiasakan mahasiswanya untuk terjun
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langsung kelapangan dengan cara memberi tugas yang
mengharuskan mahasiswa turun kelapangan untuk mencari sebuah
informasi atau melakukan penelitian untuk mengamati suatu
permasalahan dan untuk mengetahui perkembangan zaman suatu

industri sehingga akan sangat membuka wawasan bagi mahasiswa.
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LAMPIRAN 1
KEGIATAN SELAMA PKL
NO. Tanggal Waktu Aktifitas

1 | 15 Juni 2015 09:00 — 15:00 | - Perkenalan dengan karyawan di

bagian keuangan
- Halal bihalal Dirjen IKM bagian

keuangan

2 | 16 Juni 2015 09:00 — 15:00 | - Mempelajari tentang Peraturan
Kementerian Perindustrian dari buku
yang diberikan

3 | 17 uni 2015 09:00 — 15:00 | - Mempelajari tentang Peraturan
Kementerian Perindustrian dari buku
yang diberikan

4 | 18 Juni 2015 09:00 — 15:00 | - Mempelajari tentang Peraturan
Kementerian Perindustrian dari buku
yang diberikan

5 |19 Juni 2015 09:00 — 15:00 | - Mempelajari tentang Peraturan
Kementerian Perindustrian dari buku
yang diberikan

6 | 22 uni 2015 09:00 — 15:00 | - Melakukan Pemasukan Data
Perjalanan Dinas dalam Negeri

7 | 23 Juni 2015 09:00 — 15:00 | - Melakukan Pemasukan Data
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Perjalanan Dinas dalam Negeri

24 Juni 2015

09:00 - 15:00

Melakukan Pemasukan Data

Perjalanan Dinas dalam Negeri

25 Juni 2015

09:00 - 15:00

Melakukan Pemasukan Data
Perjalanan Dinas dalam Negeri
Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas

dalam Negeri

10

26 Juni2015

09:00 — 15:00

Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas

dalam Negeri

11

29 Juni 2015

09:00 — 15:00

Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas

dalam Negeri

12

30 Juni 2015

09:00 — 15:00

Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas

dalam Negeri

13

1 Juli 2015

09:00 — 15:00

Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas

dalam Negeri

14

2 Juli 2015

09:00 — 15:00

Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas
dalam Negeri
Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak

Pengadaan Barang/jasa

15

3Juli 2015

09:00 — 15:00

Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas
dalam Negeri

Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak
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Pengadaan Barang/jasa

16

6 Juli 2015

09:00 - 15:00

Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas
dalam Negeri
Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak

Pengadaan Barang/jasa

17

7 Juli 2015

09:00 - 15:00

Melakukan Pemasukan Data
Perjalanan Dinas dalam Negeri
Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak

Pengadaan Barang/jasa

18

8 Juli 2015

09:00 - 15:00

Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas
dalam Negeri
Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak

Pengadaan Barang/jasa

19

9 Juli 2015

09:00 - 15:00

Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak
Pengadaan Barang/jasa
Melakukan Pemasukan Data

Perjalanan Dinas dalam Negeri

20

10 Juli 2015

09:00 - 15:00

Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas

dalam Negeri

21

13 Juli 2015

09:00 — 15:00

Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas

dalam Negeri

22

14 Juli 2015

09:00 — 15:00

Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas

dalam Negeri
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23

15 Juli 2015

09:00 - 15:00

Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas

dalam Negeri

24

22 Juli 2015

09:00 - 15:00

Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas
dalam Negeri
Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak

Pengadaan Barang/jasa

25

23 Juli 2015

09:00 - 15:00

Melakukan Pemasukan Data
Perjalanan Dinas dalam Negeri
Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas

dalam Negeri

26

24 Juli 2015

09:00 - 15:00

Melakukan Pemasukan Data
Perjalanan Dinas dalam Negeri
Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas

dalam Negeri

27

27 Juli 2015

09:00 - 15:00

Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas

dalam Negeri

28

28 Juli 2015

09:00 — 15:00

Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas

dalam Negeri

29

29 Juli 2015

09:00 - 15:00

Memeriksa Dokumen Honor pegawai

bagian Direktorat Jenderal IKM.

30

30 Juli 2015

09:00 — 15:00

Memeriksa Dokumen Honor pegawai

bagian Direktorat Jenderal IKM.

31

31 Juli 2015

09:00 - 15:00

Memeriksa Dokumen Honor pegawai
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bagian Direktorat Jenderal IKM.

32 | 3 Agustus 2015 | 09:00 — 15:00 Memeriksa Dokumen Honor pegawai
bagian Direktorat Jenderal IKM.

33 | 4 Agustus 2015 | 09:00 — 15:00 Memeriksa Dokumen Honor pegawai
bagian Direktorat Jenderal IKM.

34 | 5 Agustus 2015 | 09:00 — 15:00 Memeriksa Dokumen Honor pegawai
bagian Direktorat Jenderal IKM.

35 | 6 Agustus 2015 | 09:00 — 15:00 Memeriksa Dokumen Honor pegawai
bagian Direktorat Jenderal IKM.
Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas
dalam Negeri

36 | 7 Agustus 2015 | 09:00 — 15:00 Memeriksa Dokumen Honor pegawai
bagian Direktorat Jenderal IKM.
Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas
dalam Negeri

37 | 10 Agustus 09:00 — 15:00 Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas

2015 dalam Negeri

Memeriksa pajak Surat Setoran Pajak
Pengadaan Barang/jasa

38 | 11 Agustus 09:00 — 15:00 Melakukan Pemasukan Data

2015 Perjalanan Dinas dalam Negeri

Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas

dalam Negeri
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39 | 12 Agustus 09:00 —15:00 | - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas
2015 dalam Negeri

40 | 13 Agustus 09:00 —15:00 | - Memeriksa Dokumen Perjalanan Dinas
2015 dalam Negeri

41 | 14 Agustus 09:00 —15:00 | - Perpisahan dan mohon pamit dengan
2015 bagian keuangan
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DOKUMEN PERJALANAN DINAS

1. Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal
Sifat Pembayaran : (4) Pembayaran Langsung L S}
Jenis Pembayaran | (1) Pengeluaran Anggaran

Yih. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
di DKI JAKARTA
Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-019.05.1.247949/2015, 14-11-2014, bersama

~03-12-2015 Nomor 03772/SPPAKMAViL-3(12/2015

(Departemen/Lembaga KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN {019) 7 Kegialén . Penyebaran dan Penumbuhan industri Kecil dan Menengah
2 Unit Organisasi - DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Wilayah IIl
3 Kantor/Satker . DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
(247949} 8 Kode Kegiatan : 1839
. 9 Kode Fungsi, 04.07.03
4 Lokasi : DKI JAKARTA (01} S Fungsi, Program
§ Tempat OKI JAKARTA (00) P ; Faanis o
& Alimat . JAKARTA SELATAN 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KP) Kanlor Pusal
 Repada =————" Ry oy

ini kami ajukan permintaan pernbayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan

2. Untuk keperiuan

1.3 Jenis Selanja
A4 Atas Nama
5, Alamat
6. Mempunyai rekening

7

7. Nomor dan Tanggal SPK Konlrak

: Rp.

16.504.000

( ***enambelas juta lima ralus empat riou rupiah™* )

; Pembayaran Belanja Barang (Belanja perjalanan dinas Ke Palu dalam rangka Serah Terima Start Up WUB IKM Berbasis Fashion a.n.
Jenih, dkk) sesuai ST No. 126.3/5T-SPPD/IKIM.4112/2015 gl. 03 Desember 2015

© BELANJA BARANG
- Bendahara Pengeluaran DIREXTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
- JI. Jenderal Gatol Subrolo Kay. 52 - 53 Jakarta Selalan 12950
. PT. BRI (PERSERQ) Tbk. KANTOR KAS DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
nomor rekening : 126801000005300

8. Nilai SPK/Kontrak 1 Rp.0
9. Dengan penjelasan =
No [ I"KEGIATAN/OUTPUTIMAK PAGU SPRISPM S.0. 3PP INI JUMLAH SD. SISA DANA
(AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN DALAN DIPAISKPA YANG LALU SPPINI
I SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA {Ro) Re) (®p) (Rp) {Ro)
1839012 524111 v 10099671000  3385182363] 16.504.000) ~  5:401686.353 £.697.984.637
Jumlah | [ 10099671000] ___ 5.385.182.363 16.504.000 3401.686.353 6.697.964.637
| |SEMUA KEGIATAN
1837 122,885.000.000 0 0 a 122.885.000.000
1838 173.149.182.000 0 0 0 173.149.182.00C
1839 122.485.816.000 25.075.870.531 16.504.000 25.002.374.531 97 393.443.46¢
1840 86.795.133.000 0 26 0 ENE 0 86.795.133.00C
I [dumiah 505.315.133.000 25075670.531) 16.504.000 25092.374.531 758 45¢
UANG PERSEDIAAN | S 3
{ ampiran Lembar Z =) e s TN = T e T |STS...... Lembar

Pendukung ... Lembar Pengeluaran ... .Lembar

pada tar

Agus Warerid, SE, M.AK
NJP-105908181965031006

Dilerima oleh penguji SPP | Penerdit SPH
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (247948)

DKI JAKARTA, Tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komilmen

D\REKTQRAT’JEND_ERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (247949]

Drs. Bambang Irianto, Dipl.Des,MM
NIP- 196311171{)69531002




2. Bukti Penerimaan Negara

SANK RARCAT
ENDCHERIA

BUKT] PENERIMAAN MEGARA |  FEMENTERIAN

FENERIMARK NEGARA BLIKAN PAJAK KELAKEA

Lipia Pambayaran:
Tangpat Jarm Hever
Tangeai Baios
Kands tagh, Bank

st Hebaran:

Zocde Bifling

féama Waih Baysy
Kemamedanlombega
Linit Exalan |

Sakisn Kesip

Juwhan Berovan
Testdery

Thiz is 4 somputer genssled messsge and maigiss oo ERrghirs
Sefmnaal ini hasl colatan kotausss ten el resmenutan laota e

VIBGANE DAERE MY L AR 51 4364%
LGRS HTEN | BAESABIMSETUNCE
+ a gTan ) GHRHR%

: 820671 1444376

L BENDAHARA PENCELUARRE DITIEH B

Bk

(08

; AnT348

: Rp, H5.979 60000 g Usoeg - R
 GEARILAN SELUR LA JUTR BEMBILAN RETUS DL PLEAH
BEAILAN FIE SEMBEAN RATUE REPIAH

O ERINDUSTRIAN
o

I

. .o K
Sasilag: Banic

BENGAHARA PENGELUARAN DITIEN #1000
OAGIMEAMIRTLON 1} 60T B 140840 BRRGLS

00 DEGA0000.A0 1501EMGE {RMINE
A

Bt

o1



3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

1. Kode Satuan Kerja

2. Nama Satuan Kerja
3. Tanggal/No. DIPA
4. Klasifikasi Anggaran

pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
Nomor : 902/SPTJB/IKM.Wil.3.3/12/2015

247949
Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah

019.05-0/2015 Tanggal 14 Nopember 2014
04/07/09/1839/012 /5241

T

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan
Menengah menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan

52

Pajak yang dipungut
No.| Akun Penerima Uraian Jumlah
PPN PPh
a b c d e f g
1| 524111 |Jenih ~ Belanja perjalanan dinas ke Palu 8.653.000 0
pada tanggal 17 - 19 Desember
2015 sesuai surat tugas nomor
126.3/ST- SPPD/IKM.4/12/2015
tanggal 3 Desember 2015 L
2| 524111 |Martini Belanja perjalanan dinas ke Palu 7.851.000 / 0
> pada tanggal 17 - 19 Desember
2015 sesuai surat tugas nomor
126.3/ST- SPPD/IKM.4/12/2015
tanggal 3 Desember 2015
Jumlah 16.504.000 | , 0

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

{

e
\ Q
\‘

Jakarta, 3 Desember 2015
Pejabat Pembuat Komitmen k.

rs. Bambang Irianto. Di I.Des.MM
NIP.196311171989031002




4. Daftar Nominatif Perjalanan Dinas

DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS

Mata Anggaran ; 1839.012.028. 012 A 824111

- Jang yezg dikenvalikan : fp.  1AT40U0,-

! 1 K Rincian Biaya (Rp.) i
| | _'_’7
Tanqgal ah ! Uang Tak\si I Airport | Represen
i anggal Jumiah | 7 | i |
No. Nama NP Gol. Kota Tujuan Perja?agnan Hari THPP | im0 hsl T‘:jou':n Taisa| i | TR
1, e W [P f7-190eserter el | 51300 L0000 17800 " 3000\ 000 O 0 B0
196312301993031004 05 ! ,
2. Maini I |Palu ‘17-19Desember% Shai | 5413.000), 1.110.000 ’ 95000 4p000| 020000 . 0 0] 7.851.000 ~
195403061983032001 Wy g
JUMLAR 10226000, 2220000 2774000 680.000  604.000 Oi 0 16.504.0001F
Jakarta,  Desernber 201
Bendahara Pengeluaran
- lerige lang wags R 100U, Np sommmBtaBanRNcls
- Uity jatg dlpigal ;Moo 15,350,000, -
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5. Daftra Usulan Perjalanan Dinas

USULAN PERJALANAN DINAS
DALAM RANGKA SERAH TERIMA START UP WUB KM BERBASIS FASHION

Mata Anggaran ; 1839.012.028,012A.524111

54

No Nama Gol Kota Tujuan Tanggal Perjalanan Jl;::h Rincian Biaya
TiketPP | UangHarian | Akomodasi Lo Talm.iKota Representasi | Jumizh
Asal Tujuan

1 Nenih N Palu 1719 Desember 2015 | 3 hari SHR000(7 1100004 478000F  M40000) . 302000 ) 853,000 |

196312301833031004
2 |Martni I Palu 1718 Desember 2015 | 3hai 5113000 ( . 1110000 986000 /340,000 302,000 7,851,000

195403061383032001 ] i

Jumlah 10226000 2220000) 2774000 680,000 604,000 16,504000 |

Pejabat Pembuat Komitmen ¢

| s, Banbang i, DilDes M
R
N

e’

Jakarla, 7 Desember 2015

Ketua‘ Pelaksana

Jaﬂ

NIP.196312301993031004




6. Surat Tugas

K . DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
ementerian Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 JAKARTA 12950
Perindustrian Telp. 5251761 (Langsung), 5255509 (Sentral) Fax. : 5251449, 5255351
REPUBLIK INDONESIA http://ikm.kcmenperin.go.id

SURAT TUGAS
No. 126.3/ST-SPPD/IKM.4112/2015

Dengan ini kami menugaskan kepada pejabat/staf yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan perjalanan dinas
sebagai berikut:

No. Nama Gol. | Kota Tujuan Ta.nggal Dalam Rangka
Perjalanan
1. [Jenih IV |Palu 17-19 Serah Terima Start Up WUB IKM
- Desember 2015 | Berbasis Fashion
§ 2. |Martini I {Palu 17-19 Serah Terima Start Up WUB IKM
. Desember 2015 |Berbasis Fashion

Pelaksanaan perjalanan dinas tersebut dibebankan pada DIPA Nomor SP DIPA -019.05-0/2015 tanggal 14 Nopember
2014, MAK 1839.012.028.012.A.524111.

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
Jakarta, 3 Desember 2015

Kepala Sub Direktorat Industri Kerajinan Dan Sandang
Direktorat IKM Wilayah Il

\ Bambang Irianto
NIP. 196311171989031002
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7. Bukti Pengeluaran Kas

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

/ .
Kementerian
@ Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 JAKARTA 12950

o3 ESETS gﬁ?ﬂgﬂ Telp. 5251761 (Langsung), 5255509 (Sentral) Fax. : 5251449, 5255351
http:/ /ikm.kemenperin.go.id
BUKTI KAS PENGELUARAN
Pagilitasi Fembsngunan Wirauss
Nomor 1839.012.028.012.4.524111.Wil.3 Kegiatan : Industri
s Pemba Wirsusaha IKM Bert
Tanggal . SubKegiatin ¢ .55 surdang o1 wilayeh IIT
Tahun Anggaran : 2015 MAK ! Belenja Perjslsnan Biasa

Sudah Terima dari  : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
Banyaknya uang ! Lima belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah.
Untuk Pembayaran : Biays perjslsnan dinss dalam rangks Pemantauan Bimtek dan Serab Terima
{™ Start UP WUB IKM Berbasis Aksesories kegiatan Pembangunan Wirausaha IKM Berbasis Sendang
di Wilayah III a/n. :
1. Dre. H. Jenib, MM ke  Falu : Bp. 7.665.000,-
2. Martini ke Falu : BRp. 7.665.000,-

: Rp. 15.33%0.000,-

Sesu=i dengan bukti terlampir.

/ Jakarta, Desember 2015
Juru Bayar :

WL

Nuresi Mida T

JUMLAH Rp / 15.330.000, ~

Mengetahui NIP
Ketua Pelaksana Kegiatan

Dr:
NIP.
LUNAS DIBAYAR :
SETUJU DIBAYAR : Tgl. :
?qabat Pem\bga\t Komitmen, } Bendgbarawan,
N ' / “M
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8. Rincian Biaya Perjalanan Dinas

Kementerian Perindustrian

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
JI. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 14, Jakarta Selatan

Lampiran SPD Nomor

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

489.2/SPPD/IKM.4/XII/2015

Tanggal 3 Desember 2015
Tanggal SPD 17 - 19 Desember 2015
No. Perincian Biaya Jumlah Keterangan
1. | Tiket Jakarta - Palu pp Rp. 5.113.000
2. | Uang Harian selama 3 hari Rp. 1.110.000
3. | Akomodasi selama 2 hari (2 x Rp. 400.000) Rp. 800.000
4. | Transport dari kantor ke Bandara pp (2 x Rp. 170.000) Rp. 340.000
5. | Transport dari Bandara setempat ke satker tujuan pp (2 x Rp. 302.000
. Rp. 151.000)
JUMLAH : Rp. 7.665.000
Terbilang: Tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah .

L

Telah dibayar sejumlah
Rp. 7.665.000

Bendahara.Pen

Jakarta, 16 Desember 2015

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp. 7.665.000

Yang Menerima

Martini
NIP. 196403061983032001

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayar semula
Sisa lebih

I

9094

Rp. 7.665.000
Rp. 7.665.000

3

)

rs: Bambang Irianto, Dipl.Des, MM
" NIP. 196311171989031002
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9. Daftar Pengeluaran Rill

A

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Jabatan

Martini
196403061983032001

Pelaksana

58

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 489.2/SPPD/IKM.4/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015, dengan ini

kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

e

pengeluarannya, meliputi:

Biaya tramspor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti

No. Uraian Jumlah
1. | Transport dari kantor ke Bandara pp (2 x Rp. 170.000) Rp. 340.000
2. | Transport dari Bandara setempat ke satker tujuan pp (2 x Rp. 151.000) Rp. 302.000
Jumlah Rp. 642.000

23 Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas
dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan

kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Desember 2015

Pelaksana SPD,

Martini

NIP. 196403061983032001



10. Bukti Tiket Pesawat

Y, PT GARUDA IND
[ 4 JL. KEBOM

Electronic Ticket Receip

Booking Reference: 7L.3X0J
At check-in, you must show a photo ID.

Passenger

Martini Martini Mrs (ADT)

59

ECONOMY_LLASS | BOARDING PASS
Name i
MARTINI/MARTINI
Flight tate Boarding Time Seat
GA622 FS 17:50 17DEC 28A
From To ;
JAKARTA ALU
SPECTAL REGUEST GOLD - ELITE
GATE CLUSED 15 MINUTES GA/727675911

PLEASE BE AT THE BOARDING GATE AT LEAST 30 MINUTES BEFORE BOARDING TIME.

=
Garuda Indonesia %)

ETKT 126162011770801  SEQ 0025

ST OTAO07

ECONOMY CLASS | BOARDING PASS

S

Name oo o0
Itinerary MARTINI/MARTINI 3
/ From To Flight C F‘.wght‘i Gate Baarding Time Seat
JAKARTA PALUMUTIARA  GA0G22 GAG09 co4 15:40 e 328
SOEKARNO
HATTA INTL o
Terminal 2 3 £ j
Oberatedity GrEiEn PALY MAXASSAR
PALUMUTIARA MAKASSAR  GAOG09 SPECIAL REGUEST
SULTAN GATE CLUSED 1S MIAUTES
HASANUDDIN
Operated by GARUD), PLEASE BE AT THE BOARDING GATE AT LEAST 30 WINUVES BEFCRE BGARDING TIHE.
MAKASSAR JAKARTA GAOB15 | _,\\
SULTAN SOEKARNO ETKT 126162011770802  SEQ 0008 Garuda Indonesia = i)
HASANUDDIN  HATTA INTL E
Terminal 2 - “Fare Basis TNEEIMT e
Operated by GARUDA INDONESIA Marketed by G#

(1) Ok = confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4)Each passenger can check in a specific amount of baggage #

above Iin the column baggage.

Garuda Indpnes;%i«;l; -

MARTINI/MARTINI

T
Receipt
Name
Ticket number
Form of payment
Fare
Taxes
Total Amount
Issuing Airline and date

Restri /

(<VEnd
(s)/Endor

Fare Calculation

: Martini Martini Mrs (ADT)
: 126 1620117708
: CASH : 5160300 : IDRO

: JKT GA PLW2365500.00GA UPG845500.00GA JKT1361500.0 Seat

GOLD - ELITE
/127675911

: IDR 4573000 Fllight Boarding Time
:IDR 15000 YR IDR 115000 D& IDR 457300 GA615 07:45 21DEC
: IDR 5160300

: GARUDA INDONESIA 16Dec15 Gate From To

: Condition Applies !

UPG  CGK \

21C  ECONOMY CLASS

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Bluesea-Ty

Garuda Indonesia wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.




11. Bukti Bill Hotel

s
JI. Kampung Nelayan No. 99, Palu 94118,
iy Sulawesi Tengah - INDONESIA
- uLIo L Telp. 085100707770
P = E-mail : admi p 1 palu.com
- Wik www.kampoengnelayanpalu.
e Kampoeng Nelayan Bt s
jy RESTO & HOTEL
# ~ NAME : Ms.Martini ARRIVAL DATE :17/12/2015 ROOM NO +8
4 ADDRESS :  Jakarta DEPARTURE DATE : 19/12/2015 NO. OF PAX

ACCOUNTNO : -

17/12/2015 Room Charge 400,000
18/12/2015 Room Charge 8 400,000

-~

BALANCE DUE . . . 800,00C

CHARGE
COMPANY
ADDRESS
Regardless of charge instructions, I acknowledge that I am
personally liable for the payment of the above statement
A Kampoeng
Y Nelayan
Soa lood & S2a Yiew
i natagan 77
Ms.Martini i

Signature i Manager
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12. Surat Perjalanan Dinas (SPD)

- sementerian  Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
' Perindustrian J1. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 14, Jakarta Selatan

REPURLIK INDONESIA

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
Nomor: 489.2/SPPD/IKM.4/12/2015

1.  Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Bambang Irianto, Dipl.Des, MM
2. Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Martini /
perjalanan dinas NIP. 196403061983032001
3. a.Pangkat dan Golongan a. Penata Muda Tk 1, 111/b L
b. Jabatan-/ Instansi -+ * ~  |b. Pelaksana W 5y
v L + - ! e rs
c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas |c. C . +
4.  Maksud Perjalanan Dinas | i Serah Terima Start Up WUB IKM Berbasis
e i G Aksesories 1o | Ty

5.  Alat angkutan yang dipergunakan Pesawat terbang

(7. a. Tempat berangkat a. Jakarta
b. Tempat tujuan b. Palu
7. a.Lamanya perjalanan dinas a. 3 hari
b. Tanggal berangkat b. 17 Desember 2015
c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *) |c. 19 Desember 2015
8.  Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan

9. Pembebanan Anggaran

a. Instansi a. Kemenperin
b. Akun b. 1839.012.028.012.A.524111
10. Keterangan lain-lain
o R R T
Coret yang tidak perlu Dikeluarkan di : Jakarta
Tanggal : 3 Desember 2015

I

1589094




13. Bukti Kehadiran

L. Berangkat dari (tempat b %
kedudukan) : Jakarta
: Palu \
: 17 Desember 2015 "
" jabat Pembuat Komitmen ) "
Sl G ,
2 \\ )rs.¥Bambang Irianto. Dipl.Des. MM
2, 'NIP. 196311171989031002
N TR 2 T
I Tibadi “Berangkatdafl
Pada tanggal Ke
Kepala ~ Bidang Padatanggal 4t
Kers, Kepala Bidéin};\g | utan. Kera
) jindg. k ieka.Dispe
PG00 31003,
L Tiba di Berangkat dari
Pada tanggal Ke
3 Kepala Pada tanggal
Kepala
V. Tibadi Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala
V. Tiba di : Jakarta Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut
Pada tanggal . 19 pesember 2015. s_perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan
da}am;%akgu sesingkat-singkatnya.
310 W
Pejabat Pembuat Komitmen : Pejabat Pembuat Komitmen
Drs. Bambang Irianto, Dipl.Des. MM Drs. Bambang Irianto, Dipl.Des. MM
NIP. 196311171989031002 & 47 NIP. 196311171989031002
VI.  Catatan lain-lain i
VIl PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabal yang mengesahkan tanggal
berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara
menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan | I ya.
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LAMPIRAN 3
DOKUMEN HONOR

1. Surat Keputusan (SK)

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTR! KECIL DAN MENENGAH

L etar
@ hementerian Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 JAKARTA 12950

E: . Z‘éZﬁ Eﬁgf“ Telp. 5251761 (Langsung), 5255509 (Sentral) Fax. : 5251449, 5255351
SIA o
http:/ /ikm kemenperin.go.id
f KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
NOMOR #4 /IKM/KEP/3/2015

TENTANG

PERURBRAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH NOMOR 25/IKM/KEP/3/2015 TENTANG PERUBAHAN
ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH NOMOR 16/IKM/KEP/1/2015

A~
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH,
Menimbang :a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /PMK.02/2015
tertanggal 18 Maret 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 yang didalamnya
terdapat perubahan ketentuan mengenai jumlah honorarium
yang diterima bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat
Eseclon II, Pejabat Eselon III , Pejabat Eselon 1V, Pelaksana,
o dan Pejabat Fungsional (halaman 18, huruf a), maka perlu
menata kembali susunan Personil Kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
Industri Kecil dan Menengah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Mengingat e S

24 Undang—Undahg Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan ...



10.

L

12.

132

Keputusan Direktur Jenderal IKM
Nomor : 14 JIKM/KEP/3/2015

=0

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan  Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi eselon 1
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010;
Keputusan Presiden Nomor 129/M Tahun 2010 tentang
Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ncmor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
57 /PMK.02/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 53/ PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran
Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

PER- ...
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g

Menetapkan
KESATU

“KEDUA

14.

15.

Keputusan Direktur Jenderal IKM
Nomor : :‘1—1 J/IKM/KEP/3/2015

~ a3

PER-66/PB/2005  Tentang  Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara;

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2/IKM/1/2015
tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Pengujian dan Penandatanganan Surat
Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 Pada
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
Kementerian Perindustrian;

Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah
Nomor 1/IKM/KEP/1/2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran
2015 di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan
Menengah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Mengubah susunan Personil Kegiatan yang tercantum dalam
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Industri Kecil dan
Menengah Nomor 25/IKM/KEP/3/2015 Tentang Perubahan
Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Industri Kecil
Dan Menengah Nomor 16/IKM/KEP/1/2015, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3! Maret 2015

L)

{

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Para Pejabat Eselon II - DJIKM;
2. Yang bersangkutan;

3. Pertinggal.
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DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM

2. Daftar Penerimaan Honorium (pada bulan Mei 2015)

PADA KEGIATAN FASILITAS| PEMBANGUNAN WIRAUSAHA IKM BIOTEKNOLOGI
SESUAJ DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 34IKMKEP/ 3 /2015 TANGGAL 31 MARET 2016

66

Bulan : Mel 2015 —
Honorasium / PPh Jumiah
No Nama No. NPWP Gol | Jabatan Bulan Pasal 21 | yang dierima
(Rp) (Rp) (Rp)
: Penanggung
1 [Rosman Barlian 68285584 5411.000 | IV prd 700,000 105,000 565,000
2 Fied Indrasant 77.004,881,3406.000 | 11l Ketua 650,000 32,500 617,500
3 [Musnidar 68.286.388.1-008000 | IV | Anggota 500,000 75,000 425,000
4 [Nurasi Mida TN, 68.285.407.9407.000 | Wl | Anggota 500,000 425,000 475,000
5 |Robaedin 68.208.479.2407000 | Wl | Anggota 500,000 25,000 475,000
6 [Lasdl Simanjuntak . 1} Anggota . 5
Jumlah 2,850,000 262,500 | 2,587,500
Terbilang : Dua Juta Delapan Ratus Lima Pulub Ribu Rupiah
Jakarta, 29 Mol 2015
Pejabat Pembuat Komitmen, Seluju dan Lunas dibayar MangetahulMenyetujul : Pambuat Daftar
; { Tol Ketua
7 i
Deviyanti
NIP.195806251980031004 188823022010122006 NIP. 196112181981032001




3. Daftra Penerimaan Honorium (pada bulan April 2015)

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM
PADA KEGIATAN FASILITAS| PEMBANGUNAN WIRAUSAHA IKM BIOTEKNOLOGI
SESUAI DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTR! KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 34AKN/KEP/ 3 /2015 TANGGAL 31 MARET 2015

Bulan: Apr 2015
Honorarum/ | PPh Jumlgh
No Nama NoNPWP | Gol| Jsbatsn | Buan | Pasai2t |yangaterima
(Re) (Ro) {Rp)
Penanggmg
1 [Rosman Batian s2msms4ton | v | P vl el
2 {Flor Indrasant T7.0046613406000 | Il |  Kena 60000| 50| 61750
3 |Msider ¢/ 682863681008000 | v | Angguta s000| 75000 425000
4 |NurasiMda TN 66.285.4079407000 | I | Anggota 50000 2500|4500
5 |Robaedin 6285479240700 | 11 | Anggota s000| 00| 47500
6 |Lasci Simanjuntak i | Anggota -
Jumlah 2850000 262500 | 2,587,500
Terbilang : Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Jakarta, 30 April 2015
Pejabat Pembuat Komitmen, Seluju dan Lunas dbayar MengetahuiMenyelujui : Pembuat Daftar
Tl Ketua
b »
dian fasant Deviyanti
NIP.195806261380031004 NIP. 496203081383031005 NIP. 188823022010122006 NIP, 196112181581032001
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4. Daftar Rekap Akun Penerimaan Honorium

. Rosman Balisn Jawab -
‘Sukma Paramita Dewt Ketaa 650,000
. Musnidar Anggots 500,000
Lusiams Mobi Anggola 500,000
Luthfi ehlasisno Anggots 500,000
_ Awpts 500,000
Ardhi lrawan _ Asgotm 500.000
. Yusup Akbar Hikmatuloh — gl =
(839012002 |Fasiiasi Wisnussha KM Berbasis 12| 378000
Sawartini awab -
Musaidar Ketwa 650,000
_ Amgts 500.000
Susandar 500.000
Tiblasiano 500,000
R Putra ‘Anggots 500000
gl 500000
8. Slamet Sidabutar  Anggon -
1$39.012.003 Fasdiasi Pembengusan Wirnusaha [KM di Ducrsh Tertinggal Terhaar das Perbatasan 12| 3180000
_Mayu Swastsa Penanggeng Jiwab -
Susandst Ketws 650,000
. Aricyani Asgeon 500,000
Purwitono Anggota 500,000
. Ui Kulsum 500,000
Mubammsd Alfisn Anggota 500.000
in9012004 |Fasiioasi Wirausaha KM 2| 34200000
| 1. Rosman Barlisa : Janad 700.000
Fleci Indrasanti Ketua 650,000
I BT  Amgn 500.000
T | 4 Nums M TN, Anggota 500,000
| 5. Rabacdin 500000
6. Tasci Simanjuntak Anggota -
455012005 |Fasiitas Pengembangan Wirausaha IKM Kbb 2] 4200000
Rosman Barlisn Jawab 700.000
2 ) Ketaa 650,000
. Siti Anggoa 00,000
Bertha Elizabet 500.000
Asggoa 500,000
Wistolo Anggots 500.000
. Mubammad Alfan Anggots ~ 500,000
8. & -
2iRemeptint: _ Peomngguog Javab_| :
‘Anza Mulia Kefus 650000
Chairul Azbar _ Anggota 500.000
Surtinah S Asgge i 500.000
7 Eifiati Hasanusi Z
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LAMPIRAN 4

DOKUMEN PEDOMAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Pedoman Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

.

MENTERI

/]

4 i A
i

KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

14 -

69

(dalam rupi:

TARIF HOTEL

}7 PEJABAT

1 PEIABAT
NO. L Ll e NEGARA PRJABAT PEJABAT )
[ . - iiﬁ;ﬁ‘,{ LANNYA/ | EseroNm | msmronivy | L_UﬁGA
msnion; | FEJABAT | /GOLONGANIV | GOLONGAN I .
L BSELON 11
-4 (6) (7) ()
| 4420000] 1 | 1080000] 410000  avooc
| 4.960.000 . ol 505.000 [ 310,00
| 3817.000 868.000 | 3s0.0c
I Jeneys 0o e 280.0C
| 4.000,000 5,000 I 29000
4.240.000 |  1.155.000 | | Eaon
1.228.000 31000

( 1.209000) 790000 356.00
_ | 1.300000] 790000]  712.000] _ 51000
A § 3355000| 1310000 850,000 i 304,00
| od 3.808.000 | 1.430.000|  1094.000 797.000 400.001
| om 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 515000 - a6z.00:
OH 8.720.000 | 1086000  800.000|  610.000)  400.00:
_OH | 4146000 | 1478000 1.024.000 497.000]  350.00(
OO | 46200001 1334000]  747.000] = 629.000|  461.00¢
_ OH | 4.400.000f 1.359.000] 841.000 199,000 329.00¢
| OM | 4881000 1810000f  1.204.000 904.000 658.00C
L 3.429.000 | 2.738.000 737.000 540.000 360.00¢
__3.000.000|  1.000.000 700.000 662.000 400.00¢
o [OH 2.400.000 | 1,130.000 866.000 361.00C
i OF 3.000.000 | 1.596.000| 923000 58.000 | 436.00C
1 Ok 4.250.000 | 1,679,000 816.000 500.000 379.00C
1.000.000 | 3.021.000 1.596.000 550.000 50.000
00.00¢ |  3.021.000 1.596.000 550.000 450.000
3200000 1.553.000(  640.000 549.000 342.000
1.320.000 | 1.134.000 910,000 | 423.000 240.000
1.260.000 | 1.030.000 910000 | 425.000 360.000
4.820.000 |  1.912.000 968.000 | 539.000 378.000
2.030.000 [ 1.298.000 894.000 ~ 493.000
| 30, |SULAWEST 1.850.000 | 1.070.000 802.000 _488.000
51, |MALUKU /40, i 3.000.000§  1.030.000 | 60,000 545.000
MALUKU UTARA / Tey wpke]  OH 3.110.000 | 1.512.000 ~ 600.000 478,000 | 00
PAPUA / faue Plio OH 2.850.000 | 1.668.000 | 754.000 460.000 |  414.000
34. [PAPUB BARAT/ Minoloumy| OH 2.750.000 | 1.482.000 | 976.000 798.000 | 370.000




Pedoman Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

e

17 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO. PROVINSI SATUAN | BIAYA TA 2015
(1) (2) 3) (4

M TETnnEe Orang/Kali | 123.000
2. |SUMATERA UTARA / Medeo~.  Orang/Kali | | 232.000 |
s RiaU - i Bogwe Orang/Kali Fﬂa_;__zo.ooo_
4 [KEPULAUAN RIAU /1 Pinong /Poles - | Orang/Keli | | 105.000 |
Lo lauMBIL . oapies]l . 1280 000 |
| 6. |SUMATERA ] \ BARAT [fadov | Orang/Kali | w0
7. |SUMATERA SELATAN e | opngga ] | R 000
L LAMPUNG _/Bonday Lo pun i | Ommg/iall § ) . 1 o0
o EsENORLLL . . GonapEal } L 92D
L0 BANGEA BELITUNG /1"\_‘£\‘~ ol ‘)'_'ELK._ 4_%\%@_11_‘ #\_.:w_.___§6000
il EANTEN Jiwn. . L Orang/Kali | £ 320.000
12 |JAWA BARAT. G toaad |l L 118.000
[13. |[DKI. JAKARTA . g el
| 14, |JAWA TENGAH [ Semafany | ormpEan | 50.000 |
15, |D.1. YOGYAKARTA .| OmagjEal 141.000
| 16. |[JAWA TIMUR ;J\‘[‘.axu.‘.m.-s u | Orang/Kali | ~148.000
ﬂﬁBAL - Jeupd | Oueme/kati | | 160000
 OnwpRali 1 DlE000
Gpame/®at | ¢ 91000
| Ommme/Rall | 145.000
- :  Orang/Kali | 94.000
o KALIMANTAN SELATAN ﬁiui‘;:;; 5\_~ Orang/Kali | [  141.000
| 23. IKALIMANTAN TIMUR | ’ﬁ:ale oo " Orang/Kali |Gorpy  401.000
| 24. [KALIMANTAN UTARA / a(x | omme/Rel 353.000
25, |SULAWESI UTARA /! mmp.,‘n_~_@*) Orang/Kali | ~310.000 |
26, [GORONTALO | Orng/kali | ~ 134.000 |
"27. [SULAWEST BARAT / Py  Orang/Kali |  Simain
28, [SULAWESI SELATAN / Maliatat |  Orang/Kali | 12.8.000
29, |SULAWESI TENGAH _/ Unin  Orang/Kali | 131000
30 SULAWI*,EEE@EA_/ clewi | Orang/Kali } 332,600
| 31. IMALUKU  Orang/Kali § 340.000.,
32. [MALUKU UTARA | Orang/Kali __7_744919@

i ATl om0 3000
24 {PAPUA BARAT /iven Iy 4y foorn)  Orang/Kali ~ 130.000
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3. Pedoman Biaya Tiket Pesawat Perjalana Dinas Dalam Negeri (PP)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

D0

By

18 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM ;NEGERI (PP) )

i

(dalam rupiah)

NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET
ASAL TUJUAN BISNIS, " EKONOMI
- (2) (3) A A (5)
JAKARTA AMBON 13.285.000 7.081.000
" JAKARTA BALIKPAPAN 7.412.000 3.797.000
1 JAKARTA i BANDA ACEH " ~7.519.000 4.492.000
JAKARTA ) BANDAR LAMPUNG 2.407.000 1.583.000
5. | JAKARTA BANJARMASIN 5.252.000 2.995.000
6. | JAKARTA BATAM 4.867.000 2.888.000,
7. | JAKARTA BENGKULU 4.364.000 2.621.000
8. | JAKARTA B BIAK 14.065.000 7.519.000
9. | JAKARTA DENPASAR 5.305.000 3.262.000
10. | JAKARTA GORONTALO 7.231.000 4.824.000
11. | JAKARTA JAMBI 4.065.000 2.460.000
12. | JAKARTA JAYAPURA 14.568.000 8.193.000 |-
13. | JAKARTA JOGJAKARTA 4.107.000 2.268.000
14. | JAKARTA KENDARI 7.658.000 4.182.000
15. | JAKARTA KUPANG /it 9.413.000 5.081.000
16.'1 JAKARTA MAKASSAR 7.444.000 3.829.000
17. | JAKARTA MALANG 4.599.000 2.695.000
18. | ' JAKARTA MAMUJU 7.295.000 4.867.000
19. | JAKARTA MANADO / Tirtnocl 10.824.000 5.102.000
F JAKARTA MANOKWARL Prepiy, 2ot e, 16.226.000 10.824.000 |
%s. | JAKARTA MATARAM ' 5.316.000 - 3.230.000
22. | JAKARTA MEDAN - 7.252.000 3.808.000
23. | JAKARTA PADANG 5.530.000 2.952.000
24. | JAKARTA PALANGKARAYA 4.984.000 2.984.000_
25. | JAKARTA PALEMBANG 3.861.000 2.268.000.
26. | JAKARTA PALU 9.348.000 5.113.000
27. 1 JAKARTA PANGKAL PINANG 3.412.000 2:139.000 |
28. | JAKARTA PEKANBARU 5.583.000 .3.016.000
29. | JAKARTA PONTIANAK. 4.353.000 2.781.000
30. | JAKARTA SEMARANG 3.861.000 2.182.000
| 31. | JAKARTA SOLO 3.861.000 2.342.000
32. | JAKARTA SURABAYA 5.466.000 2:674.000
33. | JAKARTA Mol doyal TERNATE i lels 10.061.000 / 6.664.000 |
34. | JAKARTA TIMIKA - 13.830.000  7.487.000
35. | AMBON DENPASAR '8.054.000 * 4.471.000
36. | _AMBON JAYAPURA 7.434.000 4.161.000 |
37. | AMBON KENDARI 4.824.000 2.856.000°
38. | AMBON MAKASSAR 6.022..000 3.455.000'
39. | AMBON MANOKWARI 5.177:000 3.027.000
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4. Pedoman Biaya Uang Harian Perjalan Dinas Dalam Negeri

w

MENTERI KEUANGAN “ o
REPUBLIK INDONESIA
o J0
26 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG R.EPRESEN’I;ASI '_ ‘
26.1 Uang I—I‘ariian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ? | :

w - | pALAM KOTA"
NO PROVINSI SATUAN | LUARKOTA |. LEBIH DARIS -
_ s o :(DELAPAN) JAM

(1) @ ®) @ e ,

“10 |ACEH ‘ : oH 360.000 |: . 140.000 |

2. |SUMATERA UTARA / togdaiy - OH ~3870.000 150.000 | - -

3. [R1AU . /pecan Pod OH 370.000 |- 150.000 | . .

4 'KEPULAUAN RIAU /{7 pwuro) /galo " OH 370.000 | 150.000

5. JAMBI OH. ~ 870.000 |- 150.000

6. |SUMATERA BARAT /00000 OH 380.000 150.000| -

. 7. |SUMATERA SELATAN/ pelettioc e OH 380.000 [; 150.000 | . -110.00¢
8. [LAMPUNG /" Yatina P OH 380.000 |° 150.000 | '-1'1_0;09;
9. |BENGKULU . R 380.000 | 150.000 . 110,00¢
10. |BANGKA BELITUNG / (Ujial PWed) oH - 410.000 |- 160.000 | | .- 120:00C
"11. [BANTEN 7 § 0! e OH ~ 370.000 |- ° 150.000. | - 110.00C
| 12. liawa BARAT OH . 430.000 170.000 " .1130.00C
13. [D.X.I JAKARTA . OH 530.000 | . 210.000. .+ 160.00C
(14 [JaWA TENGAH _~ (CHOATENT) OH. “370.000|°  150.000 -110.00(
Fs. D.1. YOGYAKARTA ; . ' OH 420.000 170.000 | ~ "130.00(
16. luawa TIMUR / S0Y 0 OH 410.000|. . 160.000 120.00(
7. [BALI oSt OH 480.000 |- 190.000 *.140.00(
18. [NUSA TENGGARA BARAT - Mal orom OH 440.000 | 180.000 130.00¢
1© 'NUSA TENGGARA TIMUR / \'UPEWIE) OH "~ 430.000 170.000 | . '130.00(
| 20. JRALIMANTAN BARAT 7 Pon o OH 380.000 150.000 |. 110.00!
o1, [RALIMANTAN TENGAH /(1 AVAY CRAY OH 360.000| .  140.000 110.00t
22. |[KALIMANTAN SELATAN /! OH .380.000 | 150.000 110.001
3. [KALIMANTAN TIMUR /(217 oH ' 430.000 | 170.000 180.00
54, [KALIMANTAN UTARA /{5 Splol OH ' 430.000 | 170.000 . 130.00
25. |[SULAWESI UTARA < Ear] OH 370.0001 " - 150.000|  110.00
' 26..|GORONTALO . OH "370.000 | ¢ 150.000 ~ 110.00
“o7. |suLawest BARAT /1Y ] OH 410.000 | 160.000 | 120.00
28, |[suLAWEST SELATAN OH 1430.000 | : 170.000 |,,  ~ 180.00
09, |SULAWESI TENGAH OH . 370.000 | * 150.000 | ,, 110.00
30. |SULAWESI TENGGARA OH 380.000 | . 150.000| ~ 110.00
81, [MaLUKU /S ennbDil i Tee e OH 380000 |+ = 150.000} .  '110.00
"32. [maLUKU UTARA | €1 oH 430.000 170.000. 130.0¢
‘o5 [PAPUA 7 FOODAA . on | 580.000 | 230.000 170.0C
34, |PAPUA BARAT / [,(ndiziiii] oH | 280,000 | * ~ 190.000 140.0C

26.2 ‘Uang Representasi




LAMPIRAN 5
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DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK PENGADAAN BARANG/JASA

1. Daftar Akun Pengadaan Barang/Jasa

\ WEAS WS | BEAE NN [ MwEN
‘ T i
[t | et SR 06000 RTINS 15 [ MNGN | NONE

R IS |

NONGA A A

i e

WIS

NN G HEN G




2. Surat Setoran Pajak Pengadaan Barang/Jasa (PPH Pasal 22)

KEMENTERIAN KEUANGAN R 1
BIREICEORAT JENDERAL PALAK i 5 B
DIRERTORAT JENDERAL PAIAK | {M%E}}

| " ¢ '
i ! |

i ol \
b 191813 2]

NPWP 3 A - e |

Diisi sestai dengat Nomor Polok Wajib P

NAMA WP o GV LANDBRPAT. SIRAR..
ALAMAT Wi ¢ JLaT

Sel

ajals yang dinil

JAYA S T T S SR SR BV e N R AR T S SRR

NOP i \,' l

osiiai dengan Nomor Objel Pajak

Kode Jenis Setoran PPH

Uraian Pembayaran :

, lololo]

Tahun Pajak
lo {15 ]

Diisi tahun terutangnya pajalk

|2

(x) pada kalom bulan,

]

e Kelelzpn [jmyjl_,LIJJ/[l lefJ;iJM

sesuai Nomor Keletapan - STF, SKPKB, SKPKBT

Diisi dengan rupiah penih
2

8 o =
ifeh Kantoe b AT | i or |
........ ‘ ¥ LTl i

) ) ‘]Efa” Cap dan tanda tangar i
g | o/ |

L o b !

3 =t H

Nama Jelas : s i

MRS 5 i

i

i

|

i

i

1£.2.0.32.01




3. Surat Setoran Pajak Pengadaan Barang/Jasa (PPN)

1 KEMENTERIAN !\i UANGAN R
DIREKTORAT JENDERAL PAJAR

NAMA WP
ALAMAT Wi

918

SURAT SETONAN PAFAK

(SSP)

[ SN

3| R

ai dengan Komor Olijek Pajalk

MAT OP

-jolrmi-lojolo}

LEMBAR

Untuk arsip Wi

-
{ 1 g &

f Uraian Pembayaran : 2000002 i pgLa an
Pengadgan. Sarana Nlelktronik Pendumunb

S—— =
Mar | Apr

Nomor }\lelﬂpdll L

Diisi sesuai omor Ketetapan = STP, SKPKB, SKPKBT

Tahun Pajak

——1 lalo]4ls]

Duisi lahun ferulangnya pajak

TN

Empat Ratus,
nm Dua Ratug Ti

DeJnpan. Puluh

Nama-Je

[.2.0.32.01

o Puluh Fnam Rupiah.

Bp... 44854236, oo Diisi dengan rupiah pemih

(.n;, dan tanda t u.g?;:

2015
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4. Faktur Pajak

Lembar ke-1: Untuk Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima

Jasa Kena Pajak sebagai bukti Pajak Masukan.

FAKTUR PAJAK |
" Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : QA l* (& « (€5 BéArig
PENGUSAHA KENA PAJAK
Nama CV,ANDEPAT NSINAR JAYA

Alamat

N.P.W.P.

J1.RUkorajawali Center No.18 ¥lok 3 Ho 18 Pasar liinggu

Jakata Selatan.

31.729.983.2.017,000

PEMBEL| BARANG KENA PAJAK/PENERIMA JASA KENA PAJAK

N ama

Alamat

N.P.W.P.
No. Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn
Urut Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak g 99 (Rp.) : 4

1 | Biaya Pengadaan Sarana Elektronik.

Rp 49.337.600,~

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn**)

Rp 49.337.600,-

Dikurangi Potongan Harga

Dikurangi Uang Muka yang telah diterima

Dasar Pengenaan Pajak

44-852 -364;-

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak

4.485.236,~

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Jakarta

tanggal ..29. ApT11. 2015

\\ayﬂ,/{//

(MAR&H. KUDUS )

TARIF DPP PPN BM
Rp. ... Rp.
Rp. Rp.
R e e e e R esrisnsearsssansitivei RS
Rp. Rp.
‘JUMLAH L

Nama
Jabatan
Direktur.

*) Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN 6

Surat Permohonan Izin Prakrik Kerja Lapangan
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LAMPIRAN 7

Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285 1S0 90012008 CERTIFIED
Laman: www.unj .ac.id/fe ‘Efg’;‘;‘tm"
PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM SARJANA (81)
Nama
” No.Registrasi

Program Studi

Tempat Praktik

Alamat Praktik/Telp

NO ASPEK YANG DINILAI g KETERANGAN
< { | Xohadivan 9¢ | .Keterangan Penilaian :
94 Skor  Nilai Predikat
2 isipli R et o e L L e R il b .
25 i isiplinan 80-100 A Sangat baik
3 Sikap dan Kepribadian 92 ..... W Baik
60-69 C Cukup
4 | Kemampuan Dasar 95 ..... 55-59 D Kurang
S | Ketrampilan Menggunakan Fasilitas 94 ..... 2.Alokasi Waktu Prakiik :
34 2 sks : 90-120 jam kerja efektif ;
a Si i ! s B Rl

6 | Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil 3 sks ¢ 135-175 jam kerja efekiif

Keputusan
Nilai Rata-rata : |

7 | Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan [ .40

8 | Aktivitas dan Kreativitas | LT |
10 (sepuluh) |

9 | Kecep Waktu Penyelesaian Tugas | .50 |
10 | Hasil Pekerjaan ‘96 ...... Hitai Ak .
99 Sembilan phch enpat
Angka bulat huruf |
Jumlah
Catatan :

Mohon legalitas dengan membubuhi eap Instansi/Perusabaan
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LAMPIRAN 8

Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan

#_4 " KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
I A UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
9,28 FAKULTAS EKONOMI
~— Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
L b Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285 150 90012008 CERTIFIED
4 .)E:i{;;, Laman: www.unj.ac.id/fe ol
7 DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
& SKS
Nama . Disey, Hovanti Anggraeni
No. Registrasi 5 QA\S 13130S .....................
Program Studi g giMnnmemen ............
Tempat Praktik . Kementeron _ Perindyseeion
Alamat Praktik/Telp - Si-denderal Gatot Sbroro au. €193
Jakared R9s0
NO HARUTANGGAL PARAF KETERANGAN

o | Komes 18 geni gt . ™

| dmar, 19 gwisets | i

6 | Semin, 22 Jum 018 : nﬁw

1 | ddosa, 3 gmi 20|, g,

;| Cabeg 29 guiaots e |
o | Yemes, Regmizers ot |
o, Qumat, al Juni 2ol mr4'“ 4

1. '

12.

13.

14,

15.

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



ff ) ‘\ KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 4
i ‘ :

s y ) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
&, FAKULTAS EKONOMI
_— Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
. lb Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285 150 9001:2008 CERTIFIED
B J}”; 5 Laman: www.unj.ac.id/fe CERTIFICATE NO:
P
w"‘ DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
L 2SKS
Hass . Disty Mowonti Anggrueni.
No. Registrasi : ﬂltS‘\bl}OS ......................
Program Studi H S]M“nalemen .................
Tempat Praktik - kementecian _ Perindustiian
Alamat Praktik/Telp 9% Jendral Gate Svbroe Xav. 5365
Jakarea 12950
NO HARITANGGAL PARAF KETERANGAN
L[ SeMh 6 SO dols 'W’“‘
| Sdasa, Tk 208 qw
o | Robw, B i sois -
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
"
|
12.
13, .
|
14. |
15.
Jakarta......[ ,;“.'" i oih
Penilai.
Catatan :

Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

Mohon legalitas dengan membubuhi eap Instansi/Perusahaan
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£.6 m"& KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ¢

Is §f s UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
&, 2 o FAKULTAS EKONOMI
N i
= Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
g V“b Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285 150 9001-2008 CERTIFIED
% ,U'; T Laman: www.unj.ac.id/fe e
Fl‘ ¥
u//‘ DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
% SKS
Disty Novanki Anggruem
No. Registrasi s Q}lﬂ”)i'}os ....................
Program Studi .34 Mangpemen .
Tempat Prakiik . Kementerran _ Perindustrran
Alamat Praktik/Telp J)mderﬂlﬁatot&dommk ov-§275
Jakarta 12950
NO HARITANGGAL PARAF KETERANGAN
It
2
3
4,
G
6.
%
8.
9.
10.
1.
12,
13.
14,
e LR e A T o I
Catatan :

Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuban

Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan
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LAMPIRAN 9

Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus |aversitas hezer

Rawamasgun Muka, Jakarta 1320
g b7, (0211 4706285

L

e
Felt” for
fu

_KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL
1. Nams Mahasiswa :.GD‘SW Aoty Ay SIudlPKL n proxeex ‘??‘ﬂ‘.‘t..,,i‘%ﬁ“
i (it

2 oRegigiash G SERGGeEE L ullGiahnsesns M s st el s e S
3. Program Studi
4. Dasen Pembimbi

T " R G > TANDA TANGAN
NO| TGLBLNITHN MATERI KONSUL TASI SARAN PEMBIMBING i
I |1 -Dess 2ole. | Bab T Buat jadwal wa¥ts Pl ferperincd
2| ¢ Des - dole | Pogb i prasean fugas Mesing: masing =l /\
3| 13- Des - 20 | o W dan ¥ masolean  Jambal masing’ nasty s
" Ragintan semvd berkas don Lampfao /
4 panaeq | Bervas dan Lanfi@n
5 (
3
i 0
8
9
10
"
12 i
sETuauuNTuk unan ek /U
Catatan :

1. Kartu ini dibawa dan ditandatangani olch Pembimbing pada saat konsultasi
2. Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila dipertukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan
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LAMPIRAN 10

Surat Persetujuan Sidang PKL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negen Jakana Gedung R. Jalan Rawamangun Muka. Jakarta 13220

ol 21) 472122 3. Fu 595
Telepon (021) 4721227/4706285. Fax: (021) 4706285 1SO %001 2008 CERTIFIED
Laman: www.unj.ac id/fe CERTIFICATE NO:
TAS/INA G40

SURAT PERSETUJUAN SIDANG PKL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dosen Pembimbing

1. Nama~ - Dr. Gayob Noar Mamad 850, M
2. NIP 2 1912056300004 (00 2L
3. Tanda tangan

Memberikan Persetujuan kepada Mahasiswa dibawah ini :

; 1. Nama : Diswy ovanti Anggeaem
2. No. Registrasi D BUs 305
3. Program Studi 61 Mang jenten
4. Judul : Laporan Peakiek Kegja \"arans\ar\

i Untuk Mengikuti/Tidak mengikuti* Sidang PK1. pada tanggal. 94/0x/2017
Mengetahui Jakarta,... Janvary 2ott
Kaprodi S| Manajemen FE UNJ Mahasiswa Ybs,

Dr Gatot Nazir Ahmad S.Si..M.Si Disky Klavant l\m‘ won(
NIP.197205062006041002 No.Reg: pr51 1308

Cat :Coret yang lidak perlu®)



